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Andi Arya Batara (B 121 13 350), dengan judul “IMPLEMENTASI 
SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN IZIN 
PERUSAHAAN PERIKANAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN” 
Dibimbing oleh Prof. DR. Abdul Razak, SH, M.H selaku pembimbing I dan 
Ruslan Hambali, SH, M.H selaku Pembimbing II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan 
penrapan sanksi administrative terhadap pelanggaran izin perusahaan 
perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan di Dinas 
Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Besar 
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan 
Povinsi Sulawesi Selatan. Jenis data yang digunakan adalah primer dan 
data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara (interview) 
dan analisis dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Metode 
analisis data menggunakan metode empiris. 
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penrapan sanksi 
administrative terhadap pelanggaran izin perusahaan perikanan cukup 
berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran 
yang berhasil ditindaki oleh pemerintah dan diberikan sanksi meskipun 
sejauh ini hanya sebatas sanksi administrasi pada tahap teguran atau 
peringatan tertulis. Dari data penelitian ini, dari delapan puluh tujuh 
perusahaan ikan yang ada di provinsi sul-sel, terdapat delapan 
perusahaan ikan yang melakukan pelanggaran yang berbeda. Sanksi 
yang berikan untuk pelanggaran tersebut seperti invetigasi, penahanan 
dan pelepasliaran, pembinaan, penyelidikan, dan suspend temporary. 
Dalam hal plaksanaan aktivitas usaha perikanan, pemerintah mengacu 
pada Peraturan Menteri Perikanan Dan Kelautan Republik Indonesia 
Nomor Per.30 Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.  
Selain penerapan sanksi yang telah dilakukan oleh pemerintah, 
terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam hal pelaksanaan 
penjatuhan sanksi yang diterapkan tersebut yaitu faktor hukum atau 
peraturan yang berlaku, faktor aparat penegak hukum, dan faktor 
masyarakat yaitu pelaku usaha perikanan.  
 




Andi Arya Batara (B 121 13 350), entitled "IMPLEMENTATION OF 
ADMINISTRATIVE SANCTIONS TO VIOLATION OF FISHERY PERMITS 
IN SOUTHERN SULAWESI PROVINCE" 
Guided by Abdul Razak as mentors I and Ruslan Hambali as Supervisor II. 
This study aims to determine and explain the imposition of 
administrative sanctions against violations of permits of fisheries 
companies in South Sulawesi Province. This research was conducted at 
Marine and Fishery Department of South Sulawesi Province and Fish 
Quarantine Center, Quality Control, and Fishery Products Safety of 
Povinsi South Sulawesi. The type of data used is primary and secondary 
data. Technique of collecting data by interview (interview) and document 
analysis related to research. Methods of data analysis using empirical 
method. 
The results of this study indicate that in administrative sanction 
imposition on the violation of permit of fishery company is running well. 
This is evidenced by the number of violations that have been successfully 
prosecuted by the government and given sanctions although so far only 
limited to administrative sanctions at the stage of warning or written 
warning. From this research data, from eighty seven fish companies in the 
province of sul-cell, there are eight fish companies that violate the 
different. Sanctions given for such violations are invetigation, detention 
and release, guidance, investigation, and temporary suspension. In the 
case of the implementation of fishery business activities, the government 
refers to the Regulation of the Minister of Fisheries and Marine Affairs of 
the Republic of Indonesia Number Per.30 Men / 2012 on Fishing Business 
legacy in Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia. 
In the other hand of the sanctions, that have been done by the 
government, there are several factors that influence the implementation of 
the imposition of sanctions applied are the applicable legal or regulatory 
factors, law enforcement agencies, and community factors, namely fishery 
business actors. 
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A. Latar Belakang 
Salah satu penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah 
pelayanan pemerintahan daerah atau pelayanan publik. Dengan 
pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat maka pemerintah 
akan dapat mewujudkan tujuan Negara yaitu menciptakan 
kesejahteraan masyarakat. Pelayanan pemerintah daerah dalam 
menjalankan tugas administrasinya terdiri dari pelayanan publik dan 
pelayanan sipil. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah 
daerah terdapat dua macam yaitu: pelayanan perizinan dan pelayanan 
non perizinan. Izin termasuk layanan publik karena orang yang 
memanfaatkan layanan tersebut harus membayar sesuai tarif yang 
ditetapkan oleh pemerintah. Izin atau perizinan yang merupakan jasa 
publik harus sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah daerah selaku penyelenggara pemerintahan. Sehingga apa 
yang akan dilaksanakan menjadi legal/resmi dan tidak bertentangan 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar 
masyarakat dalam aktivitasnya sehari-hari dalam memenuhi 
kebutuhannya tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan. 
Indonesia merupakan negara yang sering dikaitkan dengan 
konsep negara hukum. Hal ini dilakukan atas dasar pertimbangan 
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bahwa negara hukum Republik Indonesia pada dasarnya adalah 
negara hukum yang berarti dalam konsep negara hukum Pancasila 
pada hakikatnya juga memiliki elemen yang terkandung dalam konsep 
Rechtstaat maupun konsep rule of law. Landasan Indonesia sebagai 
Negara hukum termaktub dalam UUD Negara republik Indonesia tahun 
1945 Pasal 1 ayat (3) yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum 
dan kedaulatan hukum. Maka hukum haruslah di implementasikan 
dengan baik pada sendi-sendi kehidupan bernegara, seperti lembaga-
lembaga Negara dan alat-alat perlengkapan bernegara, untuk 
mendukung aktivitas kenegaraan ini, maka perlu dibuat suatu peraturan 
hukum atau ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan 
struktur pembangunan Negara dan hal inilah yang disebut Hukum 
Administrasi Negara. 
Hukum Administrasi lahir karena ada dua pihak yaitu pemerintah 
dan rakyat, dalam hal ini pemerintah melakukan penataan terhadap 
masyarakat dengan cara menetapkan keputusan soal larangan-
larangan tertentu atau dengan menerbitkan sistem-sistem perizinan. 
Pengimplementasian Hukum Administrasi dalam konteks 
kehidupan bernegara telah menyentuh berbagai bidang, dan sektor-
sektor vital seperti bidang Perpajakan, pertanian, perkebunan, juga 
sektor kelautan dan perikanan. Terkhusus pada sektor kelautan dan 
perikanan terdapat cukup banyak peraturan-peraturan yang diterbitkan 
oleh pemerintah, khususnya mengenai perizinan-perizinan yang banyak 
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berkaitan dengan dengan perusahaan-perusahaan yang melakukan 
kegiatan dibidang perikanan. 
Izin merupakan salah satu instrument yang paling banyak 
digunakandalam hukum administrasi. Hal ini dikarenakan pemerintah 
menggunakan izin sebagai instrument untuk mempengaruhi hubungan 
dengan para warganya agar mau mengikuti cara yang dianjurkan oleh 
pemerintah guna mencapai tujuan yang konkrit. Dalam pelayanan 
perizinan terdapat berbagai macam jenis perizinanantara lain : izin 
usaha, izin industri, pajak reklame, izin mendirikan bangunan, izin 
gangguan dan lain sebagainnya. Salah satu implementsi dari lingkup 
hukum administrasi negara adalah perizinan khususnya untuk sektor 
usaha perikanan. Dimana hal tersebut seiring dengan status Indonesia 
sebagai Negara kepulauan yang terdiri atas 18.108 pulau dengan 
panjang kedua di dunia setelah kanada.1  
Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai 
Merauke terdiri dari 1/3 daratan dan 2/3 lautan yang setelah di 
ratifikasinya konvensi Hukum Laut PBB 1982 oleh Indonesia 
berdasarkan Undang-Undang No.17 tahun 1985, luasnya menjadi 7,9 
juta km2 terdiri dari 2 juta km2 daratan dan 5,9 juta km2 lautan. Wilayah 
yang luas ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah kepulauan terbesar 
                                                          
1 Alma Manuputty,dkk.Identifikasi konseptual akses perikanan Negara tak berpantai dan Negara 
yang secara geografis tak beruntung di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Arus Timur, 
Makassar:2012, Hlm. 1. Dan dapat juga dilihat di Laode M. Syarif, promotion and management of 
Marine Fisheries In Indonesia, dalam Towards Sustainable Fisheries Law, A comparative Analysis, 
Gerd Winter (ed) IUCN environmental Policy and Law Paper No. 74,2009, Hlm. 31-32.  
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di dunia yang terdiri dari pulau-pulau besar seperti Sumatra, jawa, 
Kalimantan, Sulawesi, dan papua. Pulau-pulau tersebut terbentang dari 
timur ke barat dengan jarak 6.400 km dan sekitar 2.500 km jarak antara 
utara dan selatan. Garis terluar yang mengelilingi wilayah Indonesia 
adalah sepanjang kurang lebih 81.000 km dan sekitar 80 persen dari 
kawasan ini adalah laut. 
Sebagai negara kepulauan dan maritim terbesar di dunia, 
Indonesia diberkahi Tuhan YME dengan kekayaan laut yang sangat 
besar dan beraneka-ragam, baik berupa sumberdaya alam terbarukan 
(seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan 
produk-produk bioteknologi); sumberdaya alam yang tak terbarukan 
(seperti minyak dan gas bumi, emas, perak, timah, bijih besi, bauksit, 
dan mineral lainnya); energi kelautan sepertipasang-surut, gelombang, 
angin, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion); maupun jasa-
jasa lingkungan kelautan seperti pariwisata bahari dan transportasi 
laut.2 Apabila ditinjau dari kuantitas maupun keragamannya, 
Sumberdaya laut tersebut memiliki kuantitas sangat besar, adapun 
keragaman sumberdaya laut untuk jenis ikan diketahui terdapat 8.500 
jenis ikan pada kolom perairan yang sama, 1.800 jenis rumput laut dan 
20.000 jenis moluska. 
Potensi sumber daya ikan di Indonesia ini memang terbilang 
sangat melimpah dan untuk itu diharapkan dapat dimanfaatkan oleh 
                                                          
2Dewiamelia,http://www.academia.edu/7305992/Potensi_Kelautan_Indonesia, 21 Januari 2017 
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semua warga Negara demi penunjang hidupnya. Akan tetapi, 
pemanfaatan dan pengelolaannya senantiasa harus rasional demi 
menjaga kelestarian, dan untuk itu, diatur melalui perizinan usaha 
perikanan. Dengan perizinan dimaksudkan untuk pengendalian 
sekaligus pembinaan usaha perikanan yang pada gilirannya akan 
menciptakan iklim usaha kondusif dan berkelanjutan. 
Pengelolaan sumber daya hayati Zona Ekonomi Ekslusif 
Indonesia (selanjutnya disingkat ZEEI) tidak hanya terbatas dikelola 
oleh nelayan Indonesia, tetapi nelayan asing pun dapat ikut 
memanfaatkannya sesuai peraturan Internasional. Kapal perikanan 
berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI 
wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia 
paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal. 
Dan untuk kapal berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan 
ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib 
menggunakan nahkoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan 
Indonesia. 
Pemanfaatan sumber daya perikanan pada dasarnya dapat 
dilaksanakan oleh warga negara Indonesia (selanjutnya disingkat WNI), 
baik perorangan maupun dalam bentuk badan hukum dan dapat 
dinikmati secara merata, baik oleh produsen maupun konsumen. 
Walaupun sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan oleh semua 
orang, dalam memanfaatkannya harus senantiasa menjaga kelestarian. 
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Ini berarti pengusahaan harus seimbang dengan daya dukungnya 
sehingga diharapkan akan memberi manfaat secara teratur, terus 
menerus, dan lestari. Salah satu cara diantaranya adalah dengan 
menjaga kelestarian melalui pengendalian usaha perikanan, yaitu 
melalui perizinan usaha perikanan. 
Setiap tindakan yang melanggar ketentuan yang telah diatur 
terkait derngan penyelenggaraan usaha perikanan ini pada khususnya, 
baik yang dilakukan oleh pemegang izin, masyarakat, maupun aparatur 
pemerintah, apabila memenuhi klasifikasi ketentuan seperti 
administratif, tentu harus ditindak. Pencegahan terjadinya pelanggaran 
dan kejahatan di bidang perizinan kiranya tetap dilakukan secara 
sistematis dan terpadu dengan harapan sistem tersebut dibuat untuk 
menghindarkan terjadinya kejahatan atau pelanggaran. 
Pada tahap inilah peran hukum, khususnya hukum administrasi 
yang menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan usaha perizinan 
terhadap usaha perikanan sangat dibutuhkan untuk menjadi media 
kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat 
mengganggu stabilitas pengelolaan serta, kelestarian sumber daya ikan 
dan lingkungannya. 
Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah yang memiliki luas 
perairan laut cukup besar menjadikan hasil komoditi laut sebagai salah 
satu andalan dalam pendapatan asli daerah Sulawesi Selatan. Potensi 
7 
 
perikanan dan kelautan meliputi panjang garis pantai 2.500 km, 
perikanan laut 600.000 ton/tahun, perairan umum 40.000 ton/tahun, 
budidaya tambak 150.000 ha, budidaya air tawar 100.000 ha dan areal 
budidaya laut 600.000 ha yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. 
Untuk mengakomodir masalah pemanfaat sumber kekayaan 
Negara akan hasil laut yang dalam hal ini adalah pada sektor 
perikanan, fungsionalisasi hukum sebagai sarana pengelolaan sumber 
daya perikanan. Disamping sarana-sarana lainnya, juga memiliki 
kelebihan yang tidak dimiliki sarana lainnya, yakni sifat mengikat 
dan/atau memaksa dari hukum itu. Perumusan kaidah-kaidah kebijakan 
pengelolaan sumber daya perikanan dalam suatu perundang-undangan 
tidak serta merta menyelesaikan permasalahan yang ada, karena 
efektifitas hukum tersebut akan sangat tergantung pada aspek 
operasionalnya.  
Disinilah peran sanksi yang seringkali dinilai penting dan sangat 
menentukan untuk tercapainya kepatuhan, terlebih lagi sanksi hukum 
administrasi. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan 
menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang 
pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas 
pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat 
berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian 
hukum merupakan suatu kondisiyang mutlak iperlukan. Dalam Undang-
undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) Nomor 45 
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Tahun 2009 Tentang perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang 
perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap 
penegakan hukum atas tindakan yang menyalahi aturan yang ada.  
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 
mengkaji lebih lanjut dan mendalam dengan menulis skripsi yang 
berjudul : “IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP 
PELANGGARAN IZIN PERUSAHAAN PERIKANAN DI PROVINSI 
SULAWESI SELATAN”. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan Uraian Latar Belakang di atas maka Rumusan 
Masalah yang dapat diangkat pada penelitian ini adalah ; 
1. Bagaimana pelaksanaan penjatuhan sanksi administrasi kepada 
perusahaan Perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan yang melakukan 
pelanggaran izin? 
2. Apakah faktor yang menghambat penjatuhan sanksi administrasi 
kepada perusahaan Perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan yang 
melakukan pelanggaran izin? 
 
C. Tujuan Penelitian 




1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tindakan hukum yang dilakukan 
oleh Pemerintah terhadap perusahaan Perikanan di Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk sanksi administrasi 
yang diterapkan pemerintah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh 
perusahaan Perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
ilmiah dan dapat dijadikan bahan referensi baik oleh mahasiswa, 
pengajar maupun para praktisi di bidang hukum dalam hal penulisan 
karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Pemberian Sanksi 
Administratif bagi perusahaan khususnya yang melakukan kegiatan 
dalam bidang perikanan. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil dari peneltian ini selanjutnya dapat memberikan masukan 
yang berarti dalam penerapan hukum di Indonesia khususnya hukum 
Perikanan terhadap para pengusaha yang bergelut di bidang usaha 
perikanan dan juga penegak hukum yang menangani atau yang 
memiliki kewenangan dalam hal penanganan Illegal Unregulated 







A. Sanksi Hukum Administrasi Negara 
1. Pengertian Sanksi Admistrasi 
Bidang hukum administratif dikatakan sangat luas karena hukum 
administratif menurut Black Law Dictionary sebagaimana dikutip oleh 
Barda Nawawi Arief dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana 
mengemukakan bahwa,hukum administrasi merupakan seperangkat 
hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk 
undang-undang, peraturan-peraturan, perintah, dan keputusan-
keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas-tugas 
pengaturan/mengatur dari lembaga yang bersangkutan3. 
Hukum administrasi pada dasarnya merupakan hukum yang 
mengatur atau hukum pengaturan (regulatory rules), yaitu hukum yang 
dibuat dalam melaksanakan kekuasaaan mengatur/pengaturan 
(regulatory powers), maka hukum pidana administrasi sering disebut 
pula hukum pidana (mengenai) pengaturan atau hukum pidana dari 
aturan-aturan (Ordnungstrafrecht atau Ordeningstrafrecht). Selain itu, 
karena istilah hukum administrasi juga ada yang menyebutnya sebagai 
hukum pidana pemerintahan, sehingga dikenal pula istilah 
                                                          
3 Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 13. 
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Verwaltungsstrafrecht (verwaltung berarti administrasi atau 
pemerintahan) dan Bestuursstrafrecht (bestuurberarti pemerintahan). 
2. Penegakan Hukum Administras Negara 
Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya 
merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. 
Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut 
menjadi kenyataan.4 Soerjono Soekanto mengatakan bahwa 
penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-niai 
yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai 
yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian 
penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan 
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum 
secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik 
sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan 
keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan 
menerapkan hukum dan menemukan hukum in concreto dalam 
mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan 
menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.5 
Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan seperti yang dikutip oleh 
Ridwan HR, sarana penegakan Hukum Administrasi Negara berisi 
“pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan 
ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan 
                                                          
4 Ridwan HR, op. cit, hlm. 58 
5 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 13 
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secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan 
kewajiban kepada individu, dan penerapan kewenangan sanksi 
pemerintahan.6 
Sarana penegakan hukum itu disamping pengawasan adalah 
sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan 
perundang-undangan, bahkan J.B.J.M. ten Berge menyebutkan bahwa 
sanksi merupakan inti dari penegakan Hukum Administrasi Negara. 
Menurut Philipus M. Hadjon, pada umumnya tidak ada gunanya 
memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para 
warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, 
manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat diusahakan oleh 
tata usaha negara. 7 Dalam Hukum Administrasi negara, penggunaan 
sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, 
di mana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi 
Negara tertulis dan tidak tertulis. 
Sanksi (sanctio, Latin, sanctie) adalah ancaman hukuman, 
merupakan satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, Undang-
Undang, norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki 
sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang 
dipaksakan kepada si bersalah. derita kehilangan nyawa (hukuman 
mati), derita kehilangan kebebasan (hukuman penjara dan kurungan), 
                                                          
6 P. Nicolai, et. al., Bestuursrecht, dalam Ridwan HR, op. cit, hlm. 296 




derita kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan 
perampasan) dan derita kehilangan kehormatan (pengumuman 
keputusan hakim. Penegakan hukum perdata menghendaki sanksi juga 
yang terdiri atas derita dihadapkan dimuka pengadilan dan derita 
kehilangan sebagian kekayaannya guna memulihkan atau mengganti 
kerugian akibat pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi sebagai alat 
penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang 
merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum (van 
rechtwege) maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim. 
Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah 
untuk menetapkan norma-norma Hukum Administrasi Negara tertentu, 
diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan 
norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang 
melanggar norma-norma Hukum Administrasi Negara tersebut. Ketika 
warga negara melalaikan kewajiban yang timbul dalam hubungan 
hukum administrasi, maka pihak lawan (yaitu pemerintah) dapat 
mengenakan sanksi tanpa perantara hakim.8 
Perkataan ‘tanpa perantara hakim’ tersebut perlu digaris bawahi, 
dalam arti bahwa penerapan sanksi administrasi itu pada dasarnya 
tanpa perantara hakim, namun dalam beberapa hal ada pula sanksi 
administrasi yang harus melalui proses peradilan. Oleh karena itu, yang 
termasuk sanksi administrasi itu tidak hanya sanksi yang diterapkan 
                                                          
8 Ridwan HR, op. cit, hlm. 298-299 
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oleh pemerintah sendiri, tetapi juga yang dibebankan oleh hakim 
administrasi atau instansi banding administrasi.9 
Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara yaitu alat kekuasaan 
yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah 
sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap kewajiban yang 
terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara. Berdasarkan 
definisi ini maka unsur-unsur sanksi dalam Hukum Administrasi 
Negara yaitu, alat kekuasaan, bersifat hukum publik, digunakan oleh 
pemerintah, dan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan. 
3. Jenis-jenis Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara 
Syarat-syarat agar hukum administrasi dapat dijalankan dengan 
baik maka diperlukan pengawasan dan penerapan kewenangan sanksi 
oleh pemerintah. Menurut teori Berge, seperti yang dikutip Philipus M. 
Hadjon, menyatakan bahwa instrumen penegakan Hukum Administrasi 
Negara meliputi pengawasan dan penerapan sanksi. Pengawasan 
merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, 
sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk 
memaksakan kepatuhan.10 Menurut P de Haan, penggunaan 
administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana 
kewenangan ini berasal dari aturan hukum tertulis dan tidak tertulis. 
                                                          
9 Ridwan HR, op. cit, hlm. 299-300 
10 Philipus M. Hadjon, dkk, op. cit, hlm. 95 
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Ditinjau dari segi sasarannya, dalam hukum administrasi dikenal 
dua jenis sanksi yaitu sanksi reparatoir dan sanksi punitif. Sanksi 
reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas 
pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi 
semula sebelum atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan 
hukum. Dengan kata lain, mengembalikan pada keadaan semula 
sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya paksaan pemerintah 
(bestuursdwang), dan pengenaan uang paksa (dwangsom). Sedangkan 
sanksi punitif adalah sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman 
pada seseorang, misalnya adalah denda administrative. 11 
Selain dua jenis sanksi tersebut, ada sanksi lain yang oleh J.B.J.M 
ten Berge disebut sanksi regresif, yaitu sanksi yang diterapkan sebagai 
reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada 
ketetapan yang diterbitkan. Sanksi ini ditujukan pada keadaan hukum 
semula, sebelum diterbitkannya ketetapan. Seperti penarikan, 
perubahan, dan penundaan suatu ketetapan. 12 
Menurut Philipus M. Hadjon seperti yang dikutip oleh Ridwan HR, 
penerapan sanksi secara bersama-sama antara Hukum Administrasi 
dengan hukum lainnya dapat terjadi, yakni kumulasi internal dan 
kumulasi eksternal. Kumulasi eksternal merupakan penerapan sanksi 
administrasi secara bersama-sama dengan sanksi lain, seperti sanksi 
                                                          
11 Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan, (Jakarta: Grasindo, 2009), 
hlm.11 
12 Harupermadi.lecture.ub.ac.id, HaruPermadi, Mengenal Sanksi Dalam Hukum Administrasi 
Negara, diunduh pada hari Rabu 28 Oktober 2015 jam 04.00 WITA 
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pidana atau sanksi perdata. Sedangkan kumulasi internal merupakan 
penerapan dua atau lebih sanksi administrasi secara bersama-sama, 
misalnya penghentian pelayanan administrasi dan/ atau pencabutan 
izin dan/ atau pengenaan denda.13 
Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidarta, di dalam 
kehidupan masyarakat masa kini di mana segala bentuk usaha besar 
dan kecil bertambah memainkan peranan yang penting di dalam 
kehidupan masyarakat, maka sanksi administratif semakin memainkan 
peranan yang penting. 14 
Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi hukum 
administrasi dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam 
perundang-undangan bidang administrasi tertentu.15 
Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum 
administrasi, yaitu: 
1. Paksaan Pemerintahan (bestuursdwang) 
2. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, 
pembayaran, dan sebagainya) 
3. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom) 
4. Pengenaan denda administratif (administrative boete) 
 
a. Besturssdwang atau paksaan pemerintah 
                                                          
13 Ridwan HR, op. cit, hlm. 301-302 
14Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidarta, op. cit, hlm. 47 
15 Ridwan HR, op. cit, hm. 303-304 
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Dapat diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari 
penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu 
kaidah hukum administrasi. Berdasarkan Undang-Undang Hukum 
Administrasi Belanda ;  
“Onder bestuursdwang wordt verstaan, het feitelijk handelen door of 
vanwage een bestuursorgaan wegnemen, ontruiment, beletten, in de 
voreige toestand herstellen of verrichten van hetgeen in strijd met bij 
of krachtens wettelijke voorschriften gestelde verplichtigen is of wordt 
gedaan, gehouden of nagelaten” 
 
(paksaan pemerintahan adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh 
organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, 
mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki keadaan semula 
apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan 
dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan). 
 
Berkenaan dengan paksaan pemerintah, F.A. M. Stronik dan 
J.G. Steenbeek  mengatakan kewenangan paling penting yang 
dapat dijalankan oleh pemerintah untuk menegakkan Hukum 
Administrasi Negara materiil adalah paksaan pemerintah. 
Kewenangan paksaan pemerintah dapat diuraikan dengan sebagai 
kewenangan organ pemerintahan untuk melakukan tindakan nyata 
mengakhiri situasi yang bertentangan dengan norma hukum 
Administrasi Negara. Paksaan pemerintahan dilihat sebagai suatu 
bentuk eksekusi nyata, dalam arti langsung dilaksanakan tanpa 
perantara hakim (parate executie), dan biaya yang berkenaan 
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dengan paksaan pemerintah ini dibebankan kepada pihak 
pelanggar.16 
Istilah yang dulu berlaku bagi bestuursdwag adalah 
Politiedwang, maknanya sama, pilihan digunakannya 
bestuursdwangadalah untuk mengakhiri kesalah pahaman yang 
dapat ditimbulkan oleh kata “politie” dalam penyebutan 
politiedwang(paksaan polisi). Polisi sama sekali tidak terlibat dalam 
pelaksanaa politiedwang. Hal demikian terjadi, jika diperkirakan 
adanya perlawanan fisik atau terdapat terdapat alasan lain yang 
memerlukan bantuan Polisi.17 Meski demikian, dalam berbagai 
kepustakaan dan yurisprudensi masih ditemukan istilah 
politiedwang. A.M. Donner dan C.J. N. Versteden masih 
menggunakan istilah politiedwang, meskipun ia mengatakan 
penggunaan bestuursdwang lebih baik.18 
Kewenangan pemerintah untuk menggunakan bestuursdwang  
merupakan kewenangan yang bersifat bebas (vrije bevoegheid). 
Kebebasan pemerintah unutk enggunakan wewenang paksaan 
pemerintah ini dibatasi dengan asas-asas umum pemerintahan 
yang baik (alegmeen beginselen van behoorlijk bestuur). 19 
 
 
                                                          
16 Ridwan HR. Op.Cit. Hlm. 306 
17 Philipus. M. Hadjon dkk.  Op.Cit. Hlm. 251 
18Op.Cit. Hlm. 305 
19Ibid. Hlm. 307 
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b. Penarikan kembali Keputusan yang menguntungkan 
Keputusan yang menguntungkan (begunstigende beschikking) 
artinya keputusan itu meberikan hak-hak atau memberikan 
kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui keputusan atau 
bilamana keputusan itu memberikan keringanan beban yang ada 
atau mungkin ada. 20 Terdapat dua hal suatu keputusan 
menguntungkan dapat ditarik kembali sebagai sanksi :21 
a. Yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan-
pembatasan, syarat-syarat atau ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang dikaitkan pada izin, subsidi, atau 
pembayaran. 
b. Yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan 
untuk mendapat izin, subsidi, atau pembayaran telah telah 
memberikan data yang sedemikian tidak benar atau tidak 
lengkap, hingga apabila diberikan secara benar atau lengkap 
maka keputusan akan berlainan. 
 
Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan berarti 
meniadakan hak-hak yang terdapat dalam keputusan itu  oleh 
organ pemerintahan. Sanksi ini termasuk sanksi yang berlaku ke 
belakang (regressieve sancties) yaitu sanksi yang mengembalikan 
pada situasi sebelum keputusan itu dibuat.22 Dengan kata lain hak 
dan kewajiban yang timbul setelah terbit nya keputusan tersebut 
menjadi dihapus atau tidak ada sebagaimana sebelum terbitnya 
keputusan itu.23 
                                                          
20Ibid. Hlm. 310 
21 Philipus. M. Hadjon dkk.  Op.Cit. Hlm. 258-259 




Penarikan kembali keputusan ini menimbulkan persoalan 
yuridis sebab di dalam Hukum Administrasi Negara terdapat asas 
het vermoeden van rechtmatigheid atau presumsio justea causa, 
yaitu bahwa pada asasnya setiap keputusan yang dikeluarkan oleh 
pejabat atau Badan Tata Usaha Negara di anggap benar menurut 
hukum, oleh karena itu keputusan yang sudah dikeluarkan itu pada 
dasar nya tidak untuk dicabut kembali, sampai hakim membuktikan 
di pengadilan.24 
Meskipun pada dasarnya KTUN tidak dapat ditarik kembali 
sejalan dengan asas praduga rechtmatig dan kepastian hukum, 
tidaklah berarti menghilangkan kemungkinan untuk mencabut 
KTUN tersebut. Kaidah HAN memberikan kemungkinan untuk 
mencabut KTUN yang menguntungkan sebagai akibat dari 
kesalahan bagi yang menerima KTUN, sehingga pencabutannya 
merupakan sanksi baginya.25 
Ateng Syafrudin menyebutkan ada empat kemungkinan ditarik 
kembali nya suatu keputusan yaitu: 
a. Asas kepastian hukum tidak menghalangi penarikan kembali 
atau perubahan suatu keputusan, bila sesudah sekian waktu 
dipaksa oleh perubahan keadaan atau pendapat; 
b. Penarikan kembali atau perubahan juga mungkin bila keputusan 
yang menguntungkan didasarkan pada kekeliruan, asal saja 
kekeliruan itu dapat diketahui oleh yang bersangkutan; 
c. Penarikan kembali atau perubahan dimungkinkan, bila yang 
berkepentingan dengan memberikan keterangan yang tidak 
                                                          




benar atau tidak lengkap, telah ikut menyebabkan terjadinya 
keputusan yang keliru;  
d. Penarikan kembali atau perubahan dimungkinkan, bila syarat-
syarat atau ketentuan-ketentuan yang dikaitkan pada suatu 
keputusan yang menguntungkan tidak ditaati.26 
Di samping itu ada juga pencabutan keputusan yang 
dilakukan oleh pihak pembuatan keputusan karena kesalahan dari 
pihak pembuatan keputusan atau pemerintah, artinya keputusan 
yang dibuat tersebut keliru dan menimbulkan cacat hukum, maka 
keputusan itu dapat dicabut dengan memperhatikan ketentuan 
Hukum Administrasi Negara, baik itu tertulis maupun berupa asas 
hukum. Dalam penarikan suatu keputusan (beschiking) yang telah 
dibuat harus diperhatikan asas asas sebagai berikut :27 
1) Suatu keputusan yang dibuat karena yang berkepentingan 
menggunakan tipuan, senantiasa dapat ditiadakan ab avo (dari 
permulaan tidak ada) 
2) Uatu keputusan yang isinya belum diberitahukan kepada yang 
bersangkutan, jadi suatu keputusan yang belum menjadi suatu 
perbuatan yang sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, 
dapat ditiadakan ab avo. 
3) Suatu keputusan yang bermanfaat bagi yang di kenainya dan 
yang diberi kepada yang dikenai itu dengan beberapa syarat 
tertentu, dapat ditarik kembali pada waktu yang dikenai tersebut 
tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan itu. 
4) Suatu keputusan yang bermanfaat bagi yang dikenainya tidak 
boleh ditarik kembali setelah sesuatu jangka tertentu sudah 
lewat, bilamana oleh karena menarik kembali tersebut, suatu 
keadaan yang layak dibawah kekuasaan keputusan yang 
bermanfaat itu menjadi keadaan yang tidak layak. 
5) Oleh karena suatu keputusan yang tidak benar, diadakan suatu 
keadaan yang tidak layak. Keadaan ini tidak boleh ditiadakan, 
bilamana menarik kembali keputusan yang bersangkutan 
membawa kepada yang dikenainya suatu kerugian yang sangat 
                                                          
26Ibid. Hlm 313 
27Ibid.   
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lebih besar daripada kerugian yang oleh Negara diderita karena 
keadaan yang tidak layak tersebut. 
6) Menarik kembali atau mengubah suatu keputusan, harus 
diadakan menurut acara (formalitas) yang sama sebagai yang 
ditentukan bagi membuat ketetapan itu (asas contrarius actus). 
 
c. Dwangsom  atau Pengenaan Uang Paksa  
Menurut N. E. Algra, “dwangsom , straf of poenalitiet, 
bedragdat, krachtens beding in een verbintenis, verschulddigd is bij 
niet-nakoming, niet vollidige of niet-tijdige nakoming, c.q. on 
derscheiden van de verggoeding van kosten, schaden en 
interessen” (uang paksa , sebagai hukuman atau denda, jumlahnya 
berdasarkan syarat dalm perjanjian, yang harus sibayar karena 
tidak menuanaikan, dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti 
kerugian, kerusakan dan pembayaran bunga). 
 
Dalam hukum administrasi, pengenaan uang paksa ini dapat 
dikenakan kepada seseorang atau warga Negara yang tidak 
mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh 
pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintah. 
Dalam Undang-Undang administrasi belanda disebutkan sebagai 
berikut yang di terjemahan kedalam bahasa Indonesia yaitu : 
“organ pemerintah yang berwenang melaksankan tindakan 
pemerintah, dapat mengenakan uang paksa sebagai pengganti 
(dari bestuursdwang). Uang paksa tidak dapat dipilih (sebagai 
pengganti), jika kepentingan yang harus dilindungi pertauran 
tersebut tidak menghendakinya.” 
 
“organ pemerintah menetapkan uang paksa itu apakah sekali 
bayar ataupun dicicil berdasarkan waktu (tetentu) ketika perintah 
itu tidak dijalankan atau (membayar) sejumlah uang ketika 
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pelanggaran itu (terjadi). Organ pemerintah juga menetapkan 
jumlah maksimal uang paksa.Jumlah uang yang dibayar harus 
sesuai dengan beratnya kepentingan yang dilanggar dan sesuai 
dengan tujuan diterapkannya penetapan uang paksa itu.” 
“Dalam keputusan untuk penetapan uang paksa yang tujuannya 
menghilangkan atau mengakhiri pelanggran, kepada pelanggar 
diberikan jangka waktu untuk melaksanakan perintah tersebut 
(dengan) tanpa penyitaan uang paksa.” 
 
Pengenaan uang paksa merupakan alternatif untuk tindakan 
nyata, yang berarti sebagai sanksi “subsidiaire” dan dianggap 
sebagai sanksi repartoir. Persoalan hukum yang dihadapai dalam 
pengenaan dwangsom sama dengan pelaksanaan paksaan nyata. 
Dalam kaitannya dengan KTUN yang menguntungkan seperti izin, 
biasanya pemohon izin diisyaratkan untuk memberikan uang 
jaminan.Jika terjadi pelanggaran atau pelanggar (pemegang izin) 
tidak segera mengakhirinya, uang jaminan itu dipotong sebagai 
dwangsom.Uang jaminanini lebih banyak digunakan ketika 
pelaksanaan bestuursdwang sulit dilakukan.28 
d. Pengenaan Denda Administratif 
Denda Administratif (bestuurslijke boetes) contohnya dapat 
dilihat pada benda fiskal yang ditarik oleh inspektur pajak dengan 
cara meninggikan pembayaran dari ketentuan semula sebagai 
akibat dari kesalahannya.  
Menurut P. de Haan dkk,  berbeda pengenaan uang paksa 
administrasi yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret 
yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari 
                                                          
28Ibid. Hlm 315-316 
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sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk 
mendapatkan hukuman yang pasti,  terutama denda Administrasi 
yang terdapat dalam hukum pajak. Bagaimanapun juga, organ 
Administrasi dapat memberikan hukuman tanpa perantaraan 
hakim.29 
Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang 
kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman yang 
berupa denda (geldboete) terhadap seseorang yang melakukan 
pelanggaran. Pada umumnya dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan, hukuman yang berupa denda ini telah 
ditentukan mengenai jumlah yang dapat dikenakan kepada pihak 
yang melanggar ketentuan perundang-undanga. Di dalam 
Algemene Bepalingen van Administratief Recht, dalam terjemahan 
Bahasa Indonesia disimpulkan bahwa denda Administrasi hanya 
dapat diterapkan atas dasar kekuatan wewenang yang diatur 
dalam undang-undang dalam arti formal.30 
B. SANKSI ADMINISTRASI DI BIDANG PERIKANAN 
Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa semua aktivitas di 
bidang perikananyang beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia tidak terlepas dari aturan yang mengikat. Dimana aturan 
yang dimaksudkan untuk menjaga kestabilan, dan pengendalian semua 
aktivitas perikanan tersebut untuk semua pihak yang berada di 
                                                          
29Ibid. Hlm. 317 
30Ibid. Hlm. 318 
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dalamnya seperti penangkap ikan, komoditi laut sebagai objek utama 
perikanan, pemerintah, dan perusahaan perikanan. Adapun pada 
pembahasan penelitian ini lebih kepada pengaturan terkait dengan 
sanksi administrasi yang berlaku yang telah di atur dalam berbagai 
peraturan di bidang perikanan yaitu : 
1. Undang-undang nomor 45 tahun 2009 perubahan atas undang-
undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan 
Dalam peraturan Undang-undang nomor 45 tahun 2009 perubahan 
atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan telah 
diatur terkait sanksi administrasi di dibidang perikanan. Dimana 
peraturan ini mengamanahkan tentang penerapan sanksi administrasi 
yang dimaksudkan berada pada Pasal 41 ayat 4 dan 5 mengatur 
bahwa :31 
Pasal 4 
“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal 
penangkapan ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak 
melakukan bongkar muat tangkapan di pelabuhan perikanan yang 
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi 
administratif berupa peringatan, pembekuan izin,atau pencabutan 
izin”.  
Pasal 5 
“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan 
Menteri” 
2. Peraturan Menteri Nomor Per.30 Men/2012 tentang Usaha 
Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 
Republik Indonesia. 
                                                          
31 Lihat UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 41 (4) 
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Selain telah di atur dalam peraturan Undang-undang, sanksi 
administrasi di bidang perikanan juga diatur lebih lanjut pada 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yaitu 
pada Peraturan Menteri Nomor Per.30 Men/2012 tentang Usaha 
Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 
Republik Indonesia. Dimana aturan tersebut diamanahkan dari 
Undang-undang nomor 45 tahun 2009 perubahan atas undang-
undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan pasal 41 (5) 
sebagaimana telah disebutkan di atas. Sehingga perlu kita ketahui 
bahwa dalam Peraturan Menteri ini, mengatur tentang sanksi 
administrasi di bidang perikanan pada pasal 80 ayat (4),(5),(6),(7),(8) 
dan (9) bahwa :  
Ayat 4 
Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif 
berupa : 
a.peringatan/teguran tertulis; 
b.pembekuan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI;  
c.pencabutan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI. 
 
Ayat 5 
Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf a dikenakan apabila melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 
 
Ayat 6 
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah 
peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
disampaikan, pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya, 








Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud 




Pemegang izin yang telah memenuhi kewajibannya sebelum 
berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), 
sanksi pembekuan izin dicabut oleh pemberi izin. 
 
Ayat 9 
Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan 
izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah berakhir dan 
pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya. 
 
C. PERIZINAN DI BIDANG PERIKANAN 
Untuk dapat melakukan pengelolaan suatu perusahaan 
prosedurnya wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang 
berwenang, izin yang dilakukan tersebut prinsipnya ada dua macam 
yaitu izin lingkungan dan izin usaha perusahaan, kedua izin ini 
diperlukan untuk semua usaha yang terlepas dari bentuk 
perusahaannya, apakah itu badan hukum atau bukan badan hukum 
wajib memiliki izin tanpa terkecuali. Adapun usaha yang menjadi 
objeknya adalah bidang perikanan. Setelah mendapatkan izin 
lingkungan yang diperoleh dari Kementrian Lingkungan, ada beberapa 
macam surat izin yang harus dilengkapi, berupa Surat Izin Usaha 
Perikanan yang selanjutnya disebut dengan SIUP, Surat Izin 
Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut dengan SIPI, dan Surat 
Izin Pengangkutan Ikan yang selanjunya disebut dengan SIKPI, yang 
di keluarkan oleh kementrian Kelautan dan Perikanan. 
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1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 
Dasar hukum kewajiban perusahaan perikanan memiliki 
SIUP adalah Pasal 26 Ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 
2004 tentang perikanan menyebutkan bahwa: 
“setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang 
penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan 
pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik 
Indonesia wajib memiliki SIUP” 
Diketahui bahwa izin lingkungan merupakan landasan untuk 
terbitnya izin usaha perusahaan. Walaupun perusahaan telah 
memegang dan memperoleh izin lingkungan untuk dapat 
memperoleh izin usaha maka prosedur nya perusahaan statusnya 
sudah terdaftar di Kementrian Perindustrian dan perdagangan, 
karena setiap perusahaan yang baru didirikan diwajibkan untuk 
melakukan daftar perusahaan. Dasar hukumnya adalah Undang-
undang Nomor 3 tahun 1982 tentang wajib Daftar perusahaan.32 
Dalam undang-undang Perikanan pengertian SIUP adalah 
izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk 
melakukan usaha perikanan. Adapun pejabat yang berwenang 
mengeluarkan SIUP yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia. SIUP pada dasarnya untuk kepentingan ketertiban 
usaha perikanan dibidang perikanan. Dengan perizinan tersebut, 
                                                          
32 Gatot Supramono, Op.cit. Hlm. 33 
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dapat berfungsi sebagai pengawas dan pengendali sejauh mana 
kegiatan perikanan memanfaatkan sumber daya ikan dan 
bagaimana tanggungjawab perusahaan tersebut dalam menjaga 
keseimbangan lingkungan.33 
Dalam Pasal 80 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 
Per.05/Men/2008, bahwa surat izin usaha perikanan atau SIUP 
dapat dicabut oleh pemberi SIUP apabila atau orang atau badan 
hukum bersangkutan : 
a) Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat 
izin usaha perikanan (SIUP); 
b) Tidak melakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis 
dari pemberi surat izin usaha perikanan (SIUP); 
c) Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali 
berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan 
yang tidak benar; 
d) Menggunakan dokumen palsu; 
e) Menyampaikan data yang berbeda dengan fakta dilapangan; 
f) Tidak merealisasikan rencana usahanya dalam jangka waktu 
2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat izin usaha 
perikanan (SIUP); 
g) Terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan surat 
izin usaha perikanan (SIUP).34 
 
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 
Setelah perusahaan memiliki SIUP, untuk dapat melakukan 
penangkapan ikan selanjutnya perusahaan tersebut harus memiliki 
SIPI atau surat izin penangkapan Ikan. SIPI merupakan izin tertulis 
yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan 
penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
                                                          
33Ibid. Hlm. 35 
34 Supriadi, 2011. Hukum Perikanan Indonesia, Sinar Grafika:Jakarta. Hlm. 444-445 
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dari SIUP. Bagi perusahaan yang memiliki SIUP tidak berarti 
apabila perusahaan tersebut tidak memiliki SIPI (juga SIKPI) 
karena tidak dapat melakukan kegiatan usaha perikanan di 
lapangan. Tujuan diaturnya SIPI untuk menciptakan keadaan yang 
tertib dan teratur dalam menangkap ikan di wilayah pengelolaan 
perikanan di Indonesia.35 
Dasar hukum kewajiban perusahaan memiliki SIPI untuk 
melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal diatur dalam 
Pasal 27 Undang-undang Nomoe 31 tahun 2004 tentang 
Perikanan, bahwa setiaporang yang memiliki atau mengoperasikan 
kapal pengangkapan ikan berkebangsaan Indonesia yang 
digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Indonesia maupun di laut lepas. Orang yang 
melakukan penangkapan ikan tidak harus memiliki kapal tetapi 
dapat juga dengan menyewa kapal dan kapalnya dilengkapi 
dengan SIPI.36 
SIPI erat kaitannya dengan kapal penangkap ikan. Semua 
kapal tidak dapat dilepaskan dengan peraturan tentang pelayaran 
yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2008, bahwa 
untuk mendapat menangkap maupun mengangkut ikan di perairan 
Indonesia kapal harus bergerak dengan cara melakukan pelayaran.  
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36Ibid. Hlm. 37 
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Ketentuan kewajiban memiliki SIPI berlaku pula terhadap 
kapal berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI 
dan disyaratkan membawa SIPI asli. Pemberian SIPI untuk kapal 
asing yang beroperasi di ZEEI harus berdsarkan perjanjian antara 
Indonesia dengan Negara yang bersangkutan. Perjanjian 
kerjasama dibidang perikanan tersebut di dalamnya harus 
mencantumkan dengan tegas tentang kewajiban pemerintah 
Negara yang bersangkutan untuk bertanggungjawab atas 
kepatuhan kapal perikanannya untuk mematuhi perjanjian yang 
telah ditandatangani. Kewajiban kapal asing memiliki SIPI karena 
melihat potensi sumberdaya perikanan Indonesia yang terkandung 
di wilayah perairan nasional dan ZEEI yang luasnya 5,8 juta km2 
adalah sebesar 6,62 ton per tahun. Oleh Karen itu SIPI dapat 
digunakan untuk memproteksi pengelolaan perikanan diluar laut 
territorial terutama agar kapal asing tidak dengan mudah 
melakukan penangkapan ikan di perairan tersebut.37 
Adapun mengenai pejabat yang berwenang menerbitkan 
SIPI sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 
PER. 16/MEN/2010, 30 GT sampai 60 GT menjadi wewenang 
bupati/walikota, sedangkan untuk 60 GT ke atas menjadi 
wewenang Dirjen perikanan tangkap untuk menerbitkan SIPI. 
Selanjutnya tentang kapal penangkap ikan yang dimintakan SIPI 
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dalam Pasal 3 ayat (1) Permen KP diharuskan memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut : 
a. Tidak menggunakan modal asing atau tenaga kerja asing. 
b. Kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang 
digunakan adalah buatan dalam negeri. 
c. Kapal yang sudah terdaftar di Direktorat Jendral Perikanan 
Tangkap. 
d. Tidak menggunakan alat tangkap purse seine pelagisbesar, 
pukat udang, pukat ikan, dan longline. 
e. Kapal berpangkalan yang sesuai dengan domisilinya.38 
 
Surat izin penangkapan ikan (SIPI) dapat dicabut apabila 
bersangkutan yaitu orang dan badan hukum tidak menaati 
ketentuan sebagai berikut : 
a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin 
usaha perikanan (SIUP) dan/atau surat izin penangkapan ikan 
(SIPI); 
b. Menggunakan kapal perikanan diluar kegiatan penangkapan 
ikan; 
c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali 
berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan 
yang tidak benar; 
d. Menggunakan dokumen palsu; 
e. Menyampaikan data yang berbeda dengan fakta yang ada 
dilapangan; 
f. Surat izin usaha perikanan (SIUP) yang dimiliki perusahaan 
perikanan tersebut dicabut oleh pemberi surat izin usaha 
perikanan (SIUP); 
g. Terbukti memindahtangankan atau memperjual belikan surat 
izin penangkapan ikan (SIPI); 
h. Membawa ikan dari daerah penangkapan langsung ke luar 
negeri tanpa melalui pelabuhan pangkalan yang ditetapkan 
dalam surat izin penangkapan ikan (SIPI); 
i. Selama satu tahun sejak surat izin penangkapan ikan (SIPI) 
dikeluarkan tidak melakukan penangkapan ikan; 
j. Membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang 
sah; 
k. Tidak melakukan perpanjangan surat izin penangkapan ikan 
(SIPI)39 
                                                          




3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 
Ketentuan SIKPI pada dasarnya sama dengan ketentuan 
SIPI , karena dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 
tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan, bahwa : 
“setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal 
pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan 
perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI” 
Demikian pula ketentuan tersebut berlaku untuk kapal 
berbendera asing.40 Mengenai kapal-kapal perikanan yang 
mengangkut hasil penangkapan ikan di ZEEI, memang tidak diatur 
di dalam undang-undang perikanan karena merupakan wilayah 
diluar laut teritorial Indonesia dan merupakan zona bebas sehingga 
tidak ada kewajiban memiliki SIKPI. Kapal-kapal perikanan dapat 
dengan bebas melakukan pengangkutan ikan, akan tetapi jika 
melakukan penangkapan ikan di ZEEI tetap wajib membawa SIPI 
asli. 
Untuk dapat memperoleh SIKPI, persyaratan-persyaratan 
yang harus dipenuhi saman seperti SIPI, yaitu berlaku pada 
ketentuan Pasal 3 ayat (1) Permen KP No. PER.16/MEN/2010. 
Pejabat yang berwenang menerbitkan SIKPI untuk kapal  perikanan 
dengan ukuran 30 GT - 60 GT  adalah Gubernur, sedangkan untuk 
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ukuran di atas 60 GT menjadi kewenangan Dirjen Perikanan 
Tangkap, dan untuk kapal berukuran 30 GT menjadi kewenangan 
bupati/walikota. Jangka waktu SIKPI berlaku selama 3 tahun dan 
dapat diperpanjang kembali.41 
Surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) dapat dicabut oleh 
pemberi izin apabila orang atau badan hukum bersangkutan : 
a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin 
usaha perikanan (SIUP) dan/atau Surat izin penangkapan ikan 
(SIKPI); 
b. Menggunakan kapal pengangkut ikan diluar kegiatan 
pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan, atau melakukan 
kegiatan pengangkutan ikan di luar satuan armada 
penangkapan ikan; 
c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali 
berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan 
yang tidak benar; 
d. Menggunakan dokumen palsu; 
e. Menyampaikan data yang berbeda dengan fakta yang ada 
dilapangan; 
f. Terbukti memindahtangankan atau memperjual belikan surat 
izin kapal pengangkut ikan (SIKPI); 
g. Selama satu tahun sejak surat surat izin kapal pengangkut ikan 
(SIKPI) dikeluarkan tidak melakukan pengangkutan ikan; 
h. Surat izin usaha perikanan (SIUP) yang dimiliki perusahaan 
perikanan tersebut dicabut oleh pemberi surat izin usaha 
perikanan (SIUP); 
i. Membawa ikan dari daerah penangkapan langsung ke luar 
negeri tanpa melalui pelabuhan pangkalan yang ditetapkan; 
j. Membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang 
ssah; 
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D. Kewenangan Pemerintah 
Dalam hal penyelenggaraan usaha perikanan telah jelas 
diatur dalam Peraturan Menteri Perikanan Dan Kelautan Republik 
Indonesia Nomor Per.30 Men/2012 tentang Usaha Perikanan 
Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 
Indonesia pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 35 sampai pasal 39 
yang berbunyi 43:  
35. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan . 
36. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perikanan 
Tangkap. 
37. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, yang selanjutnya 
disingkat UPT Pelabuhan Perikanan adalah unit pelaksana 
teknis di bidang pelabuhan 
38. perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap 
39. Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota 
yang bertanggung jawab di bidang perikanan. 
 
Melalui dasar ketentuan di atas, jelas bahwa pada penelitian ini 
kemudian membahas terkait masalah usaha perikanan di wilayah 
Sulawesi Selatan yang notabene pemegang kewenangan adalah Dinas 
Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut seiring 
dengan yang telah diamanahkan oleh Permen pada pasal 39. Sehingga 
secara otomatis pejabat yang bertanggung jawab atau yang memiliki 
wewenang dalam hal penyelenggaraan usaha perikanan khususnya 
untuk wilayah Provinsi Sul-Sel adalah kepala Dinas Perikanan dan 
Kelautan Provinsi Sul-Sel.  
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Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sul-Sel kemudidan 
dikordinir oleh Direktur Jendral Perikanan yang pada tahapan 
pelaksanaannya dibantu oleh unit pelaksana teknis di bidang 
pelabuhan sebagai patron utama terselenggaranhya usaha perikanan 
yang sebagaimana telah disebutkan serta berada pada pengontrolah 
atau penanggung jawab penuh adalah Mentri Kelautan dan Perikanan 
NKRI. 
Adapun terkait masalah penjatuhan sanksi tersebut, Dirjen 
Perikanan dan Kelautan Provinsi SulSel yang telah diberikan 
kewenangan oleh Mentri Kelautan dan Perikanan memberikan mandat 
kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sul-Sel untuk 
melakukan beberapa tahapan terkait dengan usaha perikanan yang 
memang terbilang melanggar ataupun melenceng dari ketentuan yang 
telah diberikan sebelumnya untuk kemdian memproses sampai pada 
pemberian sanksi utamna sanksi administrasi.  
E. Tata Cara Pemebrian Sanksi Administrasi 
Adapun tata cara penjatuhan atau pemberian sanksi utama 
untuk sanksi administrasi kepada para pelaku usaha perikanan telah 
diatur dalam Peraturan Menteri Perikanan Dan Kelautan Republik 
Indonesia Nomor Per.30 Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap 
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Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada 
Bab XIII  tentang pelaporan Pasal 80 yang berbunyi 44:  
(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap wajib 
membuat LKU setiap 6 (enam) bulan dilengkapi dengan realisasi 
investasi dan permodalan. 
(2) Setiap orang yang melakukan usaha penangkapan ikan dan 
pengangkutan ikanwajib menyampaikan LKP setiap 3 (tiga) bulan. 
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
disampaikan kepada Direktur Jenderal,gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai kewenangannya. 
(4) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif 
berupa : 
a.peringatan/teguran tertulis; 
b.pembekuan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI;  
c.pencabutan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI. 
(5) Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikenakan apabila 
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2). 
(6) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah 
peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
disampaikan, pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya, 
dikenakan sanksi pembekuan izin.  
(7) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenakan paling lama 1 (satu) 
bulan sejak sanksi dijatuhkan. 
(8) Pemegang izin yang telah memenuhi kewajibannya sebelum 
berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), 
sanksi pembekuan izin dicabut oleh pemberi izin. 
(9) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu 
pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah 
berakhir dan pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya. 
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan LKU an 
LKP ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal 
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A. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang perlukan dan 
berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian ini, 
penulis melakukan dalam wilayah kota Makassar. Lokasi penelitian 
yang dipilih adalah Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, Dinas 
Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, dan Balai Karantina dan 
pengendalian mutu Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan di tempat ini 
penulis mengambil data berupa bahan pustaka dan data serta informasi 
yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas 
dalam kasus ini guna mempermudah pembahasan dan proses 
penyelesaian penulisan. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Data Primer, yaitu data yang secara langsung dari lapangan 
penelitian yang bersumber dari beberapa narasumber yang 
berkaitan dengan penelitian melalui wawancara. 
b. Data Sekunder yang terdiri dari bahan acuan lainnya yang 
berisikan informasi yang mendukung penelitian ini, seperti buku-
39 
 
buku hukum, artikel, tulisan-tulisan, karya ilmiah, internet dan 
berbagai instansi yang beraitan dengan penulisan ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam Dalam rangka pengumpulan data primer dan data 
sekunder, maka penulis menggunakan 2 jenis pengumpulan data 
sebagai data: 
a. Wawancara, yakni penulis mengadakan Tanya jawab dengan 
pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas 
seperti kepala dinas dan beberapa orang dari Lembaga Swadaya 
Masyarakat. Dalam pengumpulan data diperlukan pedoman 
wawancara yang disusun secara sistematik dan disesuaikan 
dengan data yang diperlukan sebagai bahan analisis. 
b. Studi Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan 
mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh 
pihak yang terkait dengan hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan 
Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Karantina dan pengendalian 
mutu Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan 
 
D. Metode Analisis Data 
Bahan Bahan Hukum yang diperoleh Penulis, dianalisis dengan 
analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan 
menjelaskan,menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Administrasi Kepada Perusahaan 
Perikanan di Provinsi Sul-Sel yang melakukan pelanggaran. 
1. Inventarisir Perusahaan Perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan 
Kedudukan hukum dari Perusahaan Perikanan telah diatur dalam 
berbagai regulasi atau peraturan baik itu dalam Undang-Undang, 
Peraturan pemerintah maupun peraturan mentri. Hal ini membuktikan 
bahwa dalam penyelenggaraan usaha perikanan ini tidak terlepas dari 
aturan yang menjadi batu acuan dalam melaksanakan seluruh aktivitas 
yang berkaitan dengan sektor usahanya. Dasar hukum dari perusahaan 
perikanan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Perikanan 
Dan Kelautan Republik Indonesia Nomor Per.30 Men/2012 tentang 
Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 
Republik Indonesia pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 4 yang berbunyi 
45: 
“Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan 
usaha di bidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun 
bukan badan hukum” 
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Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada perusahaan perikanan 
yang menjalankan usahanya di bidang perikanan dan berdomisili di 
Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun data yang telah didapatkan penulis 
melalui proses penelitian yng telah dilakukan terkait adalah sebagai 
berikut : 46 






CV. Inti Makmur Jl. Kima 6 Blok F1/A2 Kawasan Industri Makassar, 
Makassar Sulawesi Selatan 
2 PT. Prima Indo tuna Jl. Dr. Ir. Sutami No. 32 Makassar Sulawesi Selatan 
3 
PT. Parlevliet Paraba 
Seafood 
Jl. Jembatan Tua No. 89 Kel. Bontoa Kec. Mandai, Maros 
Sulawesi Selatan 
4 
PT. Multi Sari 
Makassar Jl. Kima 14 Kav. SS 12  Makassar  
5 
PT. South Suco Jl. Kima VI Blok G-4 Kawasan Industri Makassar, 
Sulawesi Selatan 
6 
PT. Ocean Champ 
Seafood 
Jl. Kima 7 Kav. J-2 Kawasan Industri Makassar, Sulawesi 
Selatan 
7 PT. Kelola Mina Laut Jl. Kima 17 Blok DD No. 15-16 Makassar 
8 
PT. Wahyu Pradana 
Binamulia 
Jl. Kima Raya 1D-2C Kawasan Industri Makassar, 
Makassar 
9 
PT. Mitra Kartika 
Sejati Jl. Kima Raya 1 Kav. D-1B Kawasan Industri Makassar 
10 
PT. Wahyu Putra 
Bima Sakti Jl. Kima 10T-2B Kawasan Industri Makassar, Makassar 
11 
PT. Prima Bahari Inti 
Lestari Jl. Kima 12 Kav. 5 C Makassar 
12 
PT. Nuansa Cipta 
Magello Jl. Kima 5AB, Makassar 
13 
PT. Kemilau Bintang 
Timur Jl. Kima 3 Kav. 2A Makassar 
14 
PT. Bogatama 
Marinusa Jl. Kima Raya 2 Kav. N-4 B1 Makasssar 
15 
PT. Omereso Foods Jl. Poros Kanjilo, Dusun Bontomanai, Desa Kanjilo,  
  Kec. Barombong, Kab. Gowa - Sulawesi Selatan  
                                                          




PT. Multi Monodon 
Indonesia 
Jl. Kima Raya I Blok D-2B Kawasan Industri Makassar, 
  Makassar  
17 
PT. Chen Woo 
Fishery 
Jl. Kima 4 Blok K-9/Kav. B2 Kawasan  Industri Makassar, 
Makassar 
18 
PT. Phillips Seafoods 
Indonesia 
Jalan Lamelleng No. 42 KM. 147 Bojo Barru, Kecamatan  
Mallusetasi Kabupaten Barru 
19 
PT. Buana Laut 
Nusantara Jl. Kima VI Kav. F1 B1 Makassar  
20 
PT. Wahyu Pradana 
Binamulia 
Jl. Kima Raya 1D-2C Kawasan Industri Makassar, 
Makassar 
21 
PT. Multi Monodon 
Indonesia 
Jl. Kima Raya I Blok D-2B Kawasan Industri Makassar, 
  Makassar  
22 
PT. PRIMA GLOBAL 
SUKSES Jl. Ir. Sutami No. 32 A Makassar  
23 
PT. BODDIA JAYA Jl. Karaeng Salamaka, Desa Boddia, Kec. Galesong,  
  Kab. Takalar, Sulawesi Selatan  
24 
PT. MINA TIMUR 
INDONESIA 
Jl. Abd. Quddus Barombong, Kec. Tamalate, Kota 
Makassar 
25 
PT. MITRA TIMUR 
NUSANTARA 





Lingkungan Padangalla, Kel. Hasanuddin, Kec. Mandai, 
Kab. Maros, Sulawesi Selatan  




Jl. Kima V Kav. E No. 3A Kawasan Industri Makassar, 
Sulawesi Selatan 
29 
PT. Dunia Marine 
Products Jl. Kima 3 Kav. 4B Makassar 
30 
PT. Lintas Antar Nusa Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara,  
  Kabupaten Takalar 
31 
PT. Sinar Laut 
Nusantara Jl. Kima 4 Kav. P - 3B, Makassar 
32 PT. Ome Trading Coy Tanggaila Desa Kanjilo, Kec. Barombong Kab. Gowa 
33 
CV. Anugerah Sejati Jl. Metro Tanjung Bunga AA 19 RT. 005 RW. 005 Tanjung 
Merdeka, Tamalate, Makassar 
34 
PT. Tujuh Samudra 
Jaya 
Jl. Malino Desa Nirannuang, Kec. Bontomarannu, Gowa, 
Sulawesi Selatan 
35 
PT. Galesong Jl. Baso Dg. Bella Desa Kalukuang, Kec. Galesong, 
Takalar, Sulawesi Selatan 
36 
PT. Parlevliet Paraba 
Seafood Jl. Jembatan Tua No. 89 Kab. Maros Sulawesi Selatan 
37 
PT. Piala Laut 
Indonesia Jl. Kima 17 Kav. DD9 Makassar 
38 PT. Tobiko Utama Jl. Sultan Alaudin No.47 - 51 Makassar 
39 PT. Kawaguti Jl. Ir. Sutami (Tol Lama) No. 22 Makassar 
40 
PT. Sukses Hasil 
Alam Nusaindo Jl. Kima 9 Kav. L-11 C Makassar 
41 




42 CV. Hokky Seafood Jl. Perintis Kemerdekaan Ruko 237 No. 17 - 18 Makassar 
43 
PT. Biru Laut 
Nusantara 
Jl. Kima VIII Kav. SS No. 23A Kawasan Industri Makassar, 
South Sulawesi 
44 
CV. Basma Bahari Kompleks Ruko Pasar Grosir Daya Modern Blok. D1 
Nomor 15 Kec. Biringkanaya, Makassar 
45 
PT. JIREH KOMODITI Jl. Kima Raya 2 Komplek Kima Square Warehouse 2 No. 
11,12,13, Makassar 
47 
PT. AGARINDO SAKTI 
(Bulukumba) Jl.  Bontotiro No. 16 Bulukumba 
48 
PT. Sumber Bahari 
Mandiri Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 12, Ruko No.5 Makassar 
49 




Indah Desa Allepolea, Jl. Raya Maros, Sulawesi Selatan 
51 
UD. DELTON Jl. Ir. Sutami, Kawasan Pergudangan Karunia Sulawesi, 
Blok C No.11 Makassar 
52 
PT. GUNA BAHARI 
INDONESIA 
Pergudangan Parangloe Indah Blok I - 1 No. 3 Jl. Ir. 
Sutami, Makassar 
53 
PT. RIKA RAYHAN 
MANDIRI Jl. Kima IV KAV. P-3A, KIMA, Makassar 
54 KOSPERMINDO Jl. Kima 8 Kav. 3A1 Makassar 
55 
CV. Agro Mina 




Jl. Ir. Sutami, Kawasan Pergudangan Karunia Sulawesi 
Blok C No. 10 Makassar 
57 
UD. Koperasi 
Agroniaga Komp. Pergudangan Lantebung A. I/13 Makassar 
58 
CV. Bintang Mas 
Sportindo 









MAKASSAR NUSA Jl. Ujungpandang Baru No. 17 Makassar 
61 
PT. ASIA SEJAHTERA 
MINA Jl. Ir. Sutami No. 24 Blok A1 Kawasan Logistik Terpadu 
62 
PT. SINO SIRENE BIO 
TECH 




CEMERLANG Jl. Jalante, Bangkala, Allu, Jeneponto Sulawesi Selatan 
64 
PT. Prima Bahari Inti 
Lestari Jl. Kima 12 Kav.5C Makassar 
65 PT. Sinar Graha Jl. Sultan Abdullah No. 59, Tallo Lama Makassar 
66 PT.  Aiki Megah Jaya Jl. Perintis Kemerdekaan KIMA 2 No. 3 Daya Makassar 
67 
PT. Buana Laut 
Nusantara Jl. KIMA VI Kav. F.1 B1, Makassar 




CV. SAKURA INSAN 
PRIMA RAGA Jl. Batua Raya X No. 3 Makassar 
70 
PT. BINTANG MEGA 
JAYA PERKASA Jl. Poros Maros No. 50 Kabupaten Maros  
71 
PT. Sentosa Sumber 
Galesong 
Komp. Graha Satelit Blok A/20, Jl. Sultan Hasanuddin 
Sungguminasa, Gowa 
72 PT. Mega Citra Karya Jl. Ir. Sutami No. 1 Gudang A Makassar 
73 
CV. Jaya Indah 
Cemerlang Jl. Buru No.47, Makassar 
74 
CV. Anugerah 
Bintang Cemerlang Jl. Bambu Runcing No. 99 Maros, Sulawesi Selatan 
75 
PT. Indo Riching 
Yuan 
Jl. Dr. Ir. Sutami No. 18a Kel. Parangloe Kec. Tamalanrea 
Kota Makassar 
76 
CV. Indah Sari Jl. Poros Galesong Kecamatan Galesong, Kabupaten 
Takalar, Sulawesi Selatan 
77 
PT. Mutiara Nusa 
Timur 
Jl. Tomangambari, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, 
Palopo, South Sulawesi  
78 
PT. Nusadwipa citra 
Tunggal Jl. Kima 7 Blok J No. 4A , Makassar  
79 
CV. Reski Bahari 




Nusantara Jln. Sabutung 1 No. 1 Paotere, Makassar 
81 
PT. Arti Buana 
Lautan Indonesia Jl. Barukang Raya No. 79 Makassar 
82 
PT. Baruna Bayu 
Berdikari Jl. Andi Tonro No. 16/12A Makassar 
83 
PT. Donglim Jireh 
Jl. Perintis Kemerdekaan Komp. Kima Square Blok 1-2, 
Makassar 
84 PT. Indo Jaya Marina Jl. Pasar Ikan Lr. 22.A, Makassar 
85 
CV. Karya Murni 
Kampung Parang Dusun Jonggo Batu Kec. Galesong 
Utara Kab. Takalar Sulawesi Selatan 
86 
KSU Simpul Distribusi 
Komoditi 
 Jl. KH. Adam Larimi, Kel. Bajoe, Kec. Tanete Riattang, 
Kabupaten Bone 
87 CV. Pasific Fortuna Ruko Pasar Grosir Daya Blok A-1 No. 17 Makassar 
 Sumber : Balai Karantina dan Mutu Perikanan Prov. Sul-Sel 
Dari data yang telah ditunjukkan di atas, kita mengetahui bahwa 
jumlah perusahaan ikan yang berdomisili dan melakukan aktivitas 
usahanya nya di bidang perikanan untuk wlayah Sulawesi Selatan 




2. Inventarisir penerbitan Izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI) Perusahaan 
Ikan Oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
Dalam pelaksanaan usaha perikanan yang beroperasi di provinsi 
Sulawesi Selatan tentunya harus memiliki izin operasi dari pemerintah 
setempat. Jenis izin untuk setiap perusahaan yang dimaksudkan 
adalah SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin 
Penangkapan Ikan), dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan). 
Untuk semua jenis izin tersebut harus dimiliki oleh setiap perusahaan 
perikanan untuk beroperasi sesuai izinnya.  
Dari data Rekap Izin Sektor Kelatan dan Perikanan UPT 
Pelayanan Perizinan BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun tahun 
2016 adalah : 47 
Tabel 2 : Rekap Izin Sektor Kelatan dan Perikanan UPT Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan  tahun 
tahun 2016 
NO NAMA UNIT PENGOLAHAN IKAN JENIS IZIN YANG DITERBITKAN 
1 
CV. Inti Makmur SIUP . SIPI 
2 
PT. Prima Indo tuna SIUP . SIPI 
3 
PT. Parlevliet Paraba Seafood SIUP . SIPI 
4 
PT. Multi Sari Makassar SIUP . SIPI 
5 PT. South Suco SIUP . SIPI . SIKPI 




6 PT. Ocean Champ Seafood SIUP . SIPI . SIKPI 
7 PT. Kelola Mina Laut SIUP . SIPI . SIKPI 
8 PT. Wahyu Pradana Binamulia SIUP . SIPI . SIKPI 
9 PT. Mitra Kartika Sejati SIUP . SIPI . SIKPI 
10 PT. Wahyu Putra Bima Sakti SIUP . SIPI . SIKPI 
11 PT. Prima Bahari Inti Lestari SIUP . SIPI . SIKPI 
12 PT. Nuansa Cipta Magello SIUP . SIPI . SIKPI 
13 PT. Kemilau Bintang Timur SIUP . SIPI . SIKPI 
14 PT. Bogatama Marinusa SIUP . SIPI . SIKPI 
15 PT. Omereso Foods SIUP . SIPI . SIKPI 
16 PT. Multi Monodon Indonesia SIUP . SIPI . SIKPI 
17 PT. Chen Woo Fishery SIUP . SIPI . SIKPI 
18 PT. Phillips Seafoods Indonesia SIUP . SIPI . SIKPI 
19 PT. Buana Laut Nusantara SIUP . SIPI . SIKPI 
20 PT. Wahyu Pradana Binamulia SIUP . SIPI . SIKPI 
21 
PT. Multi Monodon Indonesia SIUP . SIPI 
22 
PT. PRIMA GLOBAL SUKSES SIUP . SIPI 
23 PT. BODDIA JAYA SIUP . SIPI . SIKPI 
24 PT. MINA TIMUR INDONESIA SIUP . SIPI . SIKPI 
25 PT. MITRA TIMUR NUSANTARA SIUP . SIPI . SIKPI 
26 PT. MAJU AWANINDO BERJAYA SIUP . SIPI . SIKPI 
27 CV. Atops SIUP . SIPI . SIKPI 
28 PT. Usaha Centraljaya Sakti SIUP . SIPI . SIKPI 
29 PT. Dunia Marine Products SIUP . SIPI . SIKPI 
30 PT. Lintas Antar Nusa SIUP . SIPI . SIKPI 
31 PT. Sinar Laut Nusantara SIUP . SIPI . SIKPI 
32 PT. Ome Trading Coy SIUP . SIPI . SIKPI 
33 CV. Anugerah Sejati SIUP . SIPI . SIKPI 
34 PT. Tujuh Samudra Jaya SIUP . SIPI . SIKPI 
35 PT. Galesong SIUP . SIPI . SIKPI 
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36 PT. Parlevliet Paraba Seafood SIUP . SIPI . SIKPI 
37 PT. Piala Laut Indonesia SIUP . SIPI . SIKPI 
38 PT. Tobiko Utama SIUP . SIPI . SIKPI 
39 PT. Kawaguti SIUP . SIPI . SIKPI 
40 PT. Sukses Hasil Alam Nusaindo SIUP . SIPI . SIKPI 
41 PT. Dwira Masagena SIUP . SIPI . SIKPI 
42 CV. Hokky Seafood SIUP . SIPI . SIKPI 
43 PT. Biru Laut Nusantara SIUP . SIPI . SIKPI 
44 CV. Basma Bahari SIUP . SIPI . SIKPI 
45 PT. JIREH KOMODITI SIUP . SIPI . SIKPI 
47 PT. AGARINDO SAKTI (Bulukumba) SIUP . SIPI . SIKPI 
48 
PT. Sumber Bahari Mandiri SIUP . SIPI 
49 
CV. Reski Bahari SIUP . SIPI 
50 
PT. Bantimurung Indah SIUP . SIPI 
51 UD. DELTON SIUP . SIPI . SIKPI 
52 PT. GUNA BAHARI INDONESIA SIUP . SIPI . SIKPI 
53 PT. RIKA RAYHAN MANDIRI SIUP . SIPI . SIKPI 
54 KOSPERMINDO SIUP . SIPI . SIKPI 
55 CV. Agro Mina Dewata SIUP . SIPI . SIKPI 
56 PT. Sentosa Bimantara Laut SIUP . SIPI . SIKPI 
57 UD. Koperasi Agroniaga SIUP . SIPI . SIKPI 
58 CV. Bintang Mas Sportindo SIUP . SIPI . SIKPI 
59 CV. MITRA SEJAHTERA SIUP . SIPI . SIKPI 
60 
PT. SUMBERGUNA MAKASSAR 
NUSA 
SIUP . SIPI . SIKPI 
61 PT. ASIA SEJAHTERA MINA SIUP . SIPI . SIKPI 
62 PT. SINO SIRENE BIO TECH SIUP . SIPI . SIKPI 
63 UD. AKHFIR CEMERLANG SIUP . SIPI . SIKPI 
64 PT. Prima Bahari Inti Lestari SIUP . SIPI 
65 PT. Sinar Graha SIUP . SIPI 
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66 PT.  Aiki Megah Jaya SIUP . SIPI 
67 PT. Buana Laut Nusantara SIUP . SIPI 
68 CV. Adi Tirta SIUP . SIPI 
69 CV. SAKURA INSAN PRIMA RAGA SIUP . SIPI 
70 PT. BINTANG MEGA JAYA PERKASA SIUP . SIPI . SIKPI 
71 PT. Sentosa Sumber Galesong SIUP . SIPI . SIKPI 
72 PT. Mega Citra Karya SIUP . SIPI . SIKPI 
73 CV. Jaya Indah Cemerlang SIUP . SIPI . SIKPI 
74 CV. Anugerah Bintang Cemerlang SIUP . SIPI . SIKPI 
75 PT. Indo Riching Yuan SIUP . SIPI . SIKPI 
76 CV. Indah Sari SIUP . SIPI . SIKPI 
77 PT. Mutiara Nusa Timur SIUP . SIPI . SIKPI 
78 PT. Nusadwipa citra Tunggal SIUP . SIPI . SIKPI 
79 CV. Reski Bahari SIUP . SIPI . SIKPI 
80 PT. Perikanan Nusantara SIUP . SIPI  
81 PT. Arti Buana Lautan Indonesia SIUP . SIPI .  
82 PT. Baruna Bayu Berdikari SIUP . SIPI . SIKPI 
83 PT. Donglim Jireh SIUP . SIPI . SIKPI 
84 PT. Indo Jaya Marina SIUP . SIPI . SIKPI 
85 CV. Karya Murni SIUP . SIPI . 
86 KSU Simpul Distribusi Komoditi SIUP . SIPI . SIKPI 
87 CV. Pasific Fortuna SIUP . SIPI . 
Sumber : Balai Karantina dan Mutu Perikanan Prov. Sul-Sel 
Data di atas jelas menunjukkan bahwa perusahaan unit 
pengelolaan ikan di Prov. Sul-Sel semuanya memiliki izin. Hanya saja 
terdapat 19 unit perusahaan ikan yang tidak memiliki SIKPI.  
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Dari hasil wawancara kepada Zamrud di Balai Karantina dan Mutu 
Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa48 : 
“Memang ada beberapa perusahaan yang tidak memiliki Izin 
Kapal Penangkap Ikan yang biasa kita kenal dengan SIKPI. Hal ini 
tidak menjadi masalah. Hanya saja pada saat perusahaan 
tersebut beroperasi, kami akan mengawasi kapal yang digunakan 
apakah memiliki izin atau tidak. Dan sejauh ini memang untuk 
perusahaan yang tdak memiliki SIKPI biasanya bekerjasama 
dengan perusahaan lain atau orang pribadi yang memiliki kapal 
penangkap ikan yang legal untuk menangkap ikan atau hasil laut 
lainnya.” 
 
3. Penjatuhan Sanksi Administrasi  
 
Setalah kita mengetahui data terkait perusahaan ikan yang 
beroperasi di Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk didalamnya masalah 
izin yang dimiliki. Selanjutnya, penulis akan memaparkan terkait 
perusahaan ikan yang melakukan pelanggaran dan pada akhirnya 
dijatuhi sanksi asministrasi sesuai dengan topik pembahasan pada 
penelitian ini.  
Pada beberapa peraturan di bidang perikanan, kita telah mengetahui 
bahwa sanksi administrasi yang berlaku ada tiga jenis sanksi yakni :  
a. Peringatan atau teguran tertulis 
b. Pembekuan izin 
c. Dan pencabutan izin.  
Tiga jenis sanksi administrasi tersebut berlaku untuk semua jenis 
aktivitas perikanan yang melakukan pelanggaran administrasi dalam 
hal ini lebih condong pada dokumen perizinan.  
                                                          
48 Hasil Wawancara Penulis kepada Muh. Zamrud, S.Pi di Balai Karantina Ikan Prov. Sul-Sel pada 
tanggal 19 Juni 2017 
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Adapun fenomena yang ditemukan dalam penelitian ini adalah 
pelanggaran atau kertidaksesuaian pelaksanaan usaha perikanan 
dengan ketentuan yang ada. Berbicara lebih lanjut masalah 
pelanggaran yang terjadi, penulis mendapatkan beberapa informasi 
terkait melalui wawancara kepada Saudara Zamrud di Balai Karantina 
dan Mutu Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang menyatakan 
bahwa49 : 
“Terkait masalah penyelenggaraan perusahaan perikanan dalam 
aktivitas usahanya seperti penangkapan ikan, kegiatan ekspor 
impor dan legalitas dokumen terdapat banyak pelanggaran atau 
ketidak patuhan yang selama ini terjadi khususnya di wilayah 
Sulawesi selatan” 
Pemerintah atau administrasi negara adalah sebagai subjek 
hukum, sebagai drager van de rechten en plichten atau pendukung 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah 
sebagaimana subjek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan baik 
tindakan nyata (feitelijkhandelingen) maupun tindakan hukum 
(rechtshandelingen). Tindakan nyata (feitelijkhandelingen) adalah 
tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh 
karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum,50. Dan salah satu 
tindakan yang paling sering dilakukan oleh pemerintah yang tergolong 
dari dua jenis tidandakan di atas  adalah penjatuhan sanksi bagi para 
                                                          
49 Hasil Wawancara Penulis kepada Muh. Zamrud, S.Pi di Balai Karantina Ikan Prov. Sul-Sel pada 
tanggal 19 Juni 2017 
50 Hasil Penelitian yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas tanggal juni 2017 
melalui buku Ridwan HR, Op.Cit., hlm. 109. 
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objek hukum atau dalam hal ini adalah pihak yang melakukan 
pelanggaran atas aturan yang telah ditetapkan.  
Data dari Balai Karantina dan Mutu Perikanan Provinsi Sul-Sel 
terkait dengan kasus pelanggaran yang terjadi dan dijatahui sanksi 
administrasi adalah :51 penjatuhan sanksi kepada pihak yang 
melakukan pelanggaran untuk wilayah Sulawesi Selatan tahun 2016 
adalah  
Tabel 1. Rekapitulasi Penjatuhan Sanksi kepada perusahaan ikan dari 
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no.34 tahun 2015 
Penyidikan Peringatan Tertulis 
 (Sumber : Balai Karantina dan Pengendalian Mutu Perikanan Prov. Sul-
Sel) 
 
Dari data tersebut, jelas diketahui bahwa masih terdapat 
pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perikanan dalam hal 
aktivitas perikanan khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 
Jumlah Keseluruhan dari perusahaan ikan yang beroperasi di Wilayah 
Provinsi Sul-Sel adalah sebanyak 87 perusahaan. Hal ini didapatkan 
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penulis melalui proses penelitian di Balai Karantina dan Mutu Perikanan 
Prov. Sul-Sel52.  
Seperti yang telah didapatkan oleh penulis melalui penelitian di 
Balai Karantina dan Pengendalian Mutu Perikanan 53 bahwa dalam hal 
penyelenggaraan aktivitas perikanan yang berada di ruang lingkup 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di wilayah Negara 
lain yang dalam hal ini adalah aktivitas ekspor, impor maupun domestik, 
Implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang 
dipersyaratkan negara, harus dipenuhi oleh seluruh perusahaan 
perikanan yang melakukan aktivitas ekspor, impor maupun domestik 
produk perikanannya, secara nyata tercermin pada sertifikat kesehatan 
yang menyertai setiap produk, sehingga sertifikat kesehatan 
merupakan dokumen negara sebagai jaminan yang otentik. Sertifikat 
yang dimaksudkan ini adalah salah satu bagian dari SIUP yang biasa 
disebut dengan HC (Health Certificate). 
Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) atau yang disingkat HC 
merupakan bukti pengendalian penerapan sistem jaminan mutu dan 
keamanan hasil perikanan yang diterbitkan apabila suatu  produk/hasil 
perikanan telah memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku 
sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Dengan berkembangnya 
sistem manajemen mutu berdasarkan konsepsi Hazard Analysis and 
                                                          




Critical Control Point (HACCP), maka penerbitan HC didasarkan pada 
hasil surveilan terhadap konsistensi penerapan HACCP selama proses 
produksi di Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil pengujian54.  
Untuk ekspor tujuan negara Uni Eropa, proses sertifikasi 
menggunakan Trade Control and Expert System (TRACES) yaitu 
aplikasi online multilingual untuk pengendalian dan sertifikasi pada 
perdagangan hewan hidup, produk asal hewan dan non hewan yang 
diekspor ke Uni Eropa. Dengan sistem ini UPI dan Otoritas Kompeten 
yang dalam hal ini adalah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu 
dan Kesehatan Perikanan dapat menelusuri ataupun mendapatkan 
informasi pergerakan produk sehingga apabila ada ancaman/bahaya 
terkait consignment dapat ditanggapi dengan cepat, tepat dan dengan 
cara yang terkoordinasi. 
Dari di atas menunjukkan bahwa semua pelanggaran yang terjadi 
hanya pada rana pelanggaran SIUP bidang pengumpul, pengolah, 
pemasaran hasil perikanan. Dalam hal ini adalah semua pelaku 
pelanggaran yaitu perusahaan ikan yang terdata adalah perusahaan 
yang tergolong sebagai perusahaan yang memiliki SIUP untuk bidang 
tersebut. Adapaun SIUP yang bukan termasuk bidang pengumpul, 
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pengolah, pemasaran hasil perikanan adalah perusahaan yang beratas 
namakan orang pribadi. 55 
Selain penjatuhan sanksi yang telah dipaparkan oleh penulis, 
pelaksanaan dari penjatuhan sanksi tersbut juga memiliki prosedur atau 
tahapan sebelum sanksi tententu dijatuhi oleh setiap pelanggaran yang 
terjadi yakni56: 
1. Pengontrolan 
Pengontrolan adalah suatu tahapan atau aktivitas yang dilakukan 
pemerintah di laut dalam mengawasi setiap aktivitas perikanan atau 
tangkap hasil laut di wilayah perariran di Provinsi Sul-Sel baik itu 
ekspor maupun impor. Dari aktivitas pengontrolan inilah setiap 
perusahaan ikan atau pihak yang melakukan penangkapan ikan 
atau hasil laut diawasi dan jika kedapatan melakukan pelanggaran 
baik itu dari segi dokumen ataupun tindakan yang menghasilkan 
barang bukti seperti penangkapa hasil laut yang tidak 
diperkenankan akan diproses lebih lanjut. 
2. Pemanggilan 
Setelah terjadi suatu pelanggaran yang berhasil dideteksi melalu 
proses pengawasan yang dilakukan pemerintah, maka pihak yang 
kedapatan melakukan pelanggaran akan dipanggil untuk dimintai 
                                                          




keterangan serta pemerintah melakukan pengecekan barang nukti 
atau dokumen yang menjadi sebagai sumber pelanggaran atau 
dasar dari peanggaran yang dilakuakan oleh pihak tertentu.  
3. Investigasi 
Dari peroses pemanggilan tadi, pemerintah melakukan investigasi. 
Dari investigasi inilah pemerintah nantinya akan melakukan 
penyidikan dan penyelidikan terkait dengan pelanggaran yang 
terjadi untuk menentukan proses yanag akan dilakukan selanjutya. 
Dan sejauh ini proses investigasi hanya sampai pada penjatuhan 
sanksi peringatan seperti dilakukannya pembinaan atau penolakan 
hasil tangkap ikan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. 
Belum ada pelanggaran berat seperti tindak pidana penangkapan 
ikan yang teradi untuk wilayah Provinsi Sul-Sel.  
B. Faktor yang menghambat penjatuhan sanksi administrasi kepada 
perusahaan Perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan 
Dasar Hukum penyelenggaraan usaha Perikanan adalah Undang-
undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan perubahan atas 
undang-undang nomor 31 tahun 2004. Selain dari apa yang kemudian 
dimanahkan oleh Undang-Undang, usaha perikanan juga dalam 
menyelenggarakan aktivitas perikanannya diatur dalam Peraturan 
Menteri Perikanan Dan Kelautan Republik Indonesia Nomor Per.30 
Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan 
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Perikanan Negara Republik Indonesia. Semua Peraturan ini mengatur 
tentang penyelenggaraan usaha perikanan mulai dari hak dan 
wewenang Pemerintah dan Penyelenggara Usaha. Dari hal tersebut 
dapat dilihat bahwa seluruh pihak yang merupakan stakeholder dalam 
usaha perikanan bertanggungjawab dalam teruwjudnya pelaksanaan 
peraturan ini khsusunya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.  
Hal ini selaras dimana kemudian penulis melihat masalah dalam 
penelitian terkait dengan persoalan pelaksanaan usaha perikanan, 
dalam rangka menciptakan suatu keadaan yang terkendali dan kondusif 
dalam penyelenggaraan usahanya, maka diperlukan sebuah parameter 
untuk menentukan apakah pelaksanaan suatu ketentuan tersebut di 
atas dapat dilaksanakan secara efektif atau tidak. Membicarakan soal 
efektifitas pelaksanaan ketentuan, hal tersebut tidak luput dari 
persoalan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah fenomena-
fenomena hukum dan sosial dalam penerapan sebuah kaidah hukum 
dalam kenyataan sebagai parameter efektif atau tidaknya penegakan 
aturan tersebut. Faktor faktor yang mempengaruhi tersebut menurut 
Soerjono Soekanto meliputi 57:  
1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan;  
2. Faktor aparat penegak hukum;  
                                                          
57 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum, Edisi Pertama. Rajawali Pers, 
Jakarta: 2014, hlm. 8. 
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3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan 
hukum; 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum 
tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan 
kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam 
perilaku masyarakat;  
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.  
Lima faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lain, oleh 
karena merupakan esensi dari penegakan hukum atau 
penyelenggaraan suatu ketentuan yang berdasar atas hukum, serta 
juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penyelenggaraannya. 
Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih 
lanjut dalam penelitian ini, berdasarkan pengamatan penulis dalam 
proses penelitian yang kemudian dihubungkan dari data atau hasil 
survey yang ada di lapangan.  
Lebih lanjut berbicara terkait bagaimana penjatuha sanksi dalam 
pelaksanaan usaha perikanan yang melaakukan pelanggaran, tentu 
tidak terlepas dari beberapa faktor yang berpengaruh terkait 
pelaksanaan atau penjatuhan sanksi yang diterapkan bagi pihak yang 
melanggar itu sendiri. Dalam penelitian ini, penulis menemukan 
beberapa faktor yang mempengaruhi sanksi tersebut dalam 
penerapannya atau penjatuhannya kepada pihak pelanggar yakni :  
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1. Faktor Hukum atau Peraturan yang berlaku 
Faktor yang pertama adalah faktor hukum atau peraturan yang 
berlaku dalam hal penyelengaraan usaha perikanan ini. 
Sebagaimana yang telah kita keahui bahwa aturan yang mengatur 
usaha perikanan ini sudah ada. Dan khsusunya pada penjatuhan 
sanksi administrasi bagi setiap pelanggaran yang ada telah 
diamanatkan dalamperaturan yang dimaksudkan yaitu pada Undang-
undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan perubahan atas 
undang-undang nomor 31 tahun 2004 serta Peraturan Menteri 
Perikanan Dan Kelautan Republik Indonesia Nomor Per.30 
Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan 
tersebut terdapat atauran yang mengatur tentang penjatuhan sanksi 
administrasi yang dimana semua peraturan tersebut mengatur 
bahwa sanksi administrasi berupa  
a. Pringatan / Surat Tertulis 
b. Pembekuan Izin (SIUP, SIPI atau SIKPI, dan pemasukan hasil 
penangkapan ikan) 
c. Pencabutan Izin (SIUP, SIPI atau SIKPI, dan pemasukan hasil 
penangkapan ikan). 
 Hal tersebutlah yang saat ini menjadi salah satu pusat perhatian 
penulis dalam melihat permaslahan yang hadir terkait dengan 
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pelanggaran yang dilakukan setiap perusahaan perikanan yang 
melanggar. Bahwa dari data yang telah dipaparkan sebelumnya 
terbilang cukup banyak dan berfariasi. Sehingga penulis kemudia 
menilai bahwa aturan dalam penjatuhan sanksi administrasi ini masih 
kurang tegas dan masih kurang memberi efek jera atau cerminan 
bagi setiap pelaku usaha perikanan untuk tidak melakukan 
pelanggaran. Tercatat ada 119 pelanggaran yang terjadi dan 8 dari 
jumlah tersebut terdata sebagai perusahaan perikanan yang cukup 
esar di wilayah Sulawesi Selatan. Namun demikian tingkat 
pelanggaran tersebut sebenarnya makin bertambah. Sesuai yang 
telah dikatakan oleh Saudara Zamrud saat diwawancarai oleh 
penulis bahwa : 
“Angka atau tingkat pelanggarn yang terdata saat ini adalah angka 
peningkatan setiap tahunya dan direkapitulasi ke tahun 2016 hal 
ini juga yang membuat kami kadang terkendala bahwa aturan 
yang kami jadikan sebagai acuan dalam bertindak masih kurang 
maksimal dalam pengaturan perusahaan ikan yang beroperasi 
padahal mereka (perusahaan ikan) sudah cerdas dalam melihat 
situasi. Dan setiap pelanggarannya juga mereka sudah pikirkan 
dampak daari sanksinya. Oleh karenanya mereka kadang cerdas 
dalam memainkan kondisi dan aturan yang ada.” 
Berdarkan hal tersebutlah penulis menilai bahwa perlu adanya 
aturan yang lebih konkret dan tegas utamanya dalam penjatuhan 
sanksi administrasi agar semua pelaku usaha perikanan dapat 
terkendali atau terpantau serta tertib aturan dalam melaksanakan 
usaha perikanannya.  
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2. Faktor Aparat penegak hukum 
Faktor selanjutnya adalah terkait dengan aparat penegak hukum 
sebagai pihak yang berwenang dalam hal pengawasan aktivitas 
tangkap ikan di wilayahperairan Indonesia khusunya untuk di 
Provinsi Sulawesi Selatan. Terkadang aparat penegak hukum juga 
kewalahan dalam mengontrol setiap perusahaan saat melakukan 
aktivitas perikanan seperti penangkapan ikan dan ekspor impor 
karena jumlah personil yang masih terbilang sedikit yang bersiaga di 
lokasi pemantauan sedang jumlah perusahaan ikan itu bayak dan 
tersebar. Oleh karenanya tidak heran bahwa jumlah dari 
pelanggaran yang tercatat cukup bayak.  
Faktor terkait aparat hukum juga menjadi perhatian dari penulis 
dengan menghubungkan maslah yang terjadi dengan aturan yang 
telah di tetapkan dalam Peraturan Menteri Perikanan Dan Kelautan 
Republik Indonesia Nomor Per.30 Men/2012 tentang Usaha 
Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 
Republik Indonesia yakni : 
BAB XII PENGAWASAN 
Pasal 79 
(1) Pengawasan usaha perikanan tangkap dilakukan oleh pengawas 
Perikanan dan/atau oleh kapal pengawas perikanan. 
(2) Pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap dilakukan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pada aturan di atas, penulis fokus pada BAB XII ayat (1) 
bahwasanya setiap perusahaan ikan harus diberikan pengawasan oleh 
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aparat yang berwenang. Namun pada kenyataannya, masih saja terjadi 
ketidakdisipliner masyarakat dalam hal ini pelaku usaha di bidang 
perikanan sehingga terjadinya pelanggaran dan dijatuhi sanksi. 
Hal tersebut juga diperkuat oleh penyataan dari Zamrud saat 
diwawancarai oleh penulis bahwa :58 
“Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kami selaku aparat yang 
berwenang dalam fungsi pengawasan untuk aktivitas perikanan di 
laut, kadang kecolongan sehingga masih ada kesempatan yang 
melahirkan pelanggaran sesuai yang terjadi di lapngan. Namun 
hal tersebut berhasil kami tindaki meskipun itu sudah terjadi” 
3. Faktor masyarakat 
Faktor selanjutnya adalah masyarakat. Diamana penulis melihat 
bahwa pelanggaran yang terjadi secara tidak kasat mata lagi 
disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yang dalam hal ini adlah para 
pelaku usaha perikanan yang melakukan aktivitas perikanan. 
Kurangya kesadaran dari masyarakat mengakibatkan jumlah 
pelanggaran di Sulawesi Selatan pada khususnya terbilang cukup 
banyak. Hal ini disebabkan oelh tingkat kepuasan para pengusaha 
hasil laut yang tidak sangat tinggi demi kauntungan dan materi 
semata. Selain itu kesadaran hukum yang masi kurang sehingga 
mengakibatkan ketidakdisiplinan dalam melakukan usahanya.  
Faktor terkait aparat hukum juga menjadi perhatian dari penulis 
dengan menghubungkan maslah yang terjadi dengan aturan yang 
                                                          
58 Lihat Peraturan Menteri Perikanan Dan Kelautan Republik Indonesia Nomor Per.30 Men/2012 
tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 
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telah di tetapkan dalam Peraturan Menteri Perikanan Dan Kelautan 
Republik Indonesia Nomor Per.30 Men/2012 tentang Usaha 
Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 
Republik Indonesia yakni :59 
BAB XI 
PEMBINAAN USAHA PERIKANAN TANGKAP 
Pasal 78 
(1) Pembinaan usaha perikanan tangkap dilakukan oleh Direktur 
Jenderal, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 
pembinaan pengelolaan usaha,pengelolaansarana dan prasarana, 
teknik penangkapan ikan, mutu ikandi atas kapal, dankepedulian 
terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. 
Pada aturan di atas, penulis fokus pada BAB XI ayat (1) 
bahwasanya setiap perusahaan ikan harus diberikan pembinaan 
oleh aparat yang berwenang. Namun pada kenyataannya, masih 
saja terjadi ketidakpatuhan masyarakat dalam hal ini pelaku usaha di 
bidang perikanan dan bisa dikatakan faktor tersebutlah yang kurang 
maksimal sehingga terjadinya pelanggaran yang menandakan 
bahwa masytrakat masih kurang paham akan aturan, mekanisme 













Setelah melakukan penelitian, penulis kemudian menarik 
kesimpulan sebagai berikut :  
1. Pelaksanaan penjatuhan sanksi administrasi terhadap usaha 
perikanan di Provinsi Sul-Sel berjalan dengan kurang baik. Hal ini 
dinilai melalui banyaknya perusahaan perikanan yang menjadi 
segai objek penelitian kemudian melakukan pelanggaran terkait 
dengan aktivitas perikanan baik dalam bidang Ekspor, Impor 
Maupun Domestik Lokal. Selain itu Penerapan sanksi pada 
pelanggaran yang terjadi hanya pada tahap sanksi peringatan 
atau teguran tertulis. Dimana penjatuhan sanksi tersebut dilakukan 
sebagai bentuk tindakan akhir dari pelanggaran berupa : 
a. Investigasi 
b. Penahanan dan pelepasliaran 
c. Pembinanaan 
d. Penyidikan  
e. Temporary Suspend 
Penjatuhan sanksi tersebut melalui mekanisme dan prosedur 
dimana sebelum dilakukannya tahapan dari tindakan akhir untuk 
menjatuhkan sanksi, pemerintah melakukan pengontrolan, 
pemanggilan, dan investigasi. 
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2. Dalam Pelaksanaan sanksi administrasi terhadap usaha 
perikanan di Provinsi Sul-Sel, tidak dapat dipungkiri bahwa 
adanya beberapa hambatan atau faktor yang mempengaruhi 
penjatuhan sanksi dalam penerapannya yaitu :  
a. Faktor Hukum atau peraturan yang berlaku 
b. Faktor aparat penegak hukum  
c. Faktor masyarakat  
 
B. Saran 
Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam 
tuisan ini ialah sebagai berikut : 
1. Diperlukan aturan yang lebih tegas dan lebih konkret untuk 
mengatur jalannya usaha perikanan di Indonesia khususnya 
di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga memberikan dasar 
acuan yang jelas dan tegas dalam pelaksanaan usahanya. 
Selain itu penerapan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi 
diatur cukup tegas dan dapat memberikan efek jera kepad 
pihak yang melakukan pelanggaran agar tidak menjadi virus 
bagi pihak yang ingin melakukan pelanggaran selanjutnya. 
2. Diperlukan kinerja pemerintah yang lebih optimal dalam 
mengawasi setiap aktivitas perikanan yang ada seperti 
jumlah personel yang meamadai dan sosialisasi kepad para 
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pelaku bisnis perikanan atau hasil laut yang lebih rutin 
utamanya bagi pelaku bisnis yang masih baru.  
3. Diharapkan adanya kesadaran serta peran dari masyarakat 
yang lebih patuh dan memahami segala ketentuan yang 
telah di atur dalam penyelenggaraan usaha perikanan agar 
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